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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran dalam rumah tangga

oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga diantaranya adalah suami yang
tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan tidak mempunyai
pekerjaan, suami yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak memberikan nafkah
kepada keluarganya, suami melakukan poligami sehingga tidak bisa bersikap
adil dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami yang mempuyai
kebiasaan buruk seperti berjudi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidup rumah tangga, suami yang mempunyai wanita idaman lain diluar
perkawinannya, adanya campur tangan dari pihak ketiga misalnya mertua
ataupun keluarga dari pihak svami, suami tidak bekerja sehingga
mempekerjakan istrinya untuk dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Dampak penelantaran dalam rumah tangga yaitu korban menjadi terlantar
karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, anak-anak menjadi terlantar
bahkan ada yang putus sekolah karena tidak terpenuhinya biaya pendidikan,
istri yang menalami penelantaran dalam rumah tangga dengan terpaksa harus

bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

. Perlindungan hukum penelantaran dalam rumah tangga oleh suami terhadap

istri belum mencerminkan keadilan dan kesetaraan jender.

Hal ini disebabkan karena :
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a. Secara Normatif
Keberadaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419

belum mencerminkan keadilan dan kesetaraan jender ini dikarenakan pasal

demi pasal yang terdapat dalam undang undang tersebut belum sepenuhnya
memberikan keadilan pada korban penelantaran dalam rumah tangga.

Diantaranya dapat dilihat dari:

1) Mengenai biaya yang ditanggung selama menjalani proses perkara dalam
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419 tidak
diatur secara tegas instansi pemerintah mana yang menaggungnya.

2) Mengenai denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419 tidak diatur minimal
denda, denda dijatuhkan hanya berdasarkan keputusan hakim saja ini
menunjukkan belum adanya keadilan jender.

3) Denda yang dijatuhkan masuk kas negara dan korban tidak mendapatkan
ganti kerugian apapun. Dengan dipidananya pelaku penelantaran dalam
rumah tangga tidak berarti korban mendapatkan ganti kerugian.

b. Pada Prakteknya
Hasil penelitian dari penulis berdasarkan seluruh berkas perkara yang
diperoleh penulis dari Polres Sleman bahwa pelaksanaan perlindungan hukum

penelantaran dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri belum
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mencerminkan keadilan dan kesetaraan jender dikarenakan para pihak yang

terlibat dalam pelaksanaan perlindungan hukum belum dapat menjalankan

tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang ditentukan dalam

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
~ Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419.

B.Saran

1. Pemerintah melakukan pembenahan di bidang hukum dalam hal ini
pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan agar berwawasan jender
sehingga hal ini dapat menjadi pegangan oleh masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari.

2. Melakukan pengenalan jender serta persamaan jender kepada masyarakat
melalui pendidikan formal maupun non formal sedini mungkin.

3. Melakukan pengenalan penelantaran dalam rumah tangga melalui berbagai
macam forum maupun kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat
seperti kelompok PKK.

Diharapkan para pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan
hukum kepada korban penelantaran dalam rumah tangga dapat menjalankan
tugas dan fungsinya masing-masing sesuai apa yang telah ditentukan dalam
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4419.

4. Melakukan sosialisasi keberadaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 4419 kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait
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dalam memberikan perlindungan hukum sehingga jika terjadi penelantaran

dalam rumah tangga korbannya sudah mengerti penanganannya.

. Diharapkan agar para korban penelantaran dalam rumah tangga tidak segan-

segan untuk melaporkan kasus yang dialaminya, agar cepat mendapatkan jalan

keluar atas masalah yémg dialaminya.

. Sebaiknya istri yang memang mampu untuk bekerja disarankan agar

mempunyai pekerjaan, apabila mengalami penelantaran dalam rumah tangga

sudah mempunyai penghasilan untuk mengatasinya.
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